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ABSTRACT

Surabaya City as a metropolitan city has a rapidly growing economy in
Indonesia. The industrial sector is its biggest contributor. The majority of land in
Surabaya City is controlled by business owners. As a result, there is an imbalance
of land control and ownership that affects the welfare of the community. This is
exacerbated by the discovery of indicative lands that are abandoned and have not
been utilised according to their designation.

This research aims to analyse the implementation, problems, and dynamics
of the determination of abandoned indication land in Surabaya City. In addition,
this research explains the success of the labour-intensive programme initiated by
the Surabaya City Government in utilising abandoned assets. The focus of this
research is to design a suitable agrarian reform design for Surabaya's urban area.

The method used in this research is a qualitative method with a descriptive
approach. Data was collected through literature studies and interviews with
various stakeholders. The data collected was analysed using Highest and Best Use
(HBU) and linked to welfare state theory and the 10th SDG's Reduced Inequalities
to realise an urban Agrarian Reform design that is in favour of the community.

The results show that the land abandoned by business owners is coloured
by the interests of business profits. There are 14 legal entities or PTs that abandon
land. Surabaya City Land Olffice I and Surabaya City Land Office Il have different
standards in determining abandoned land. The problem of determining abandoned
indicative land is divided into two points of view, namely from the land office and
the party that abandoned the land. While the dynamics of land abandonment in
Surabaya City are caused by several factors, namely economic factors, legal
factors, policy factors, and infrastructure factors. The suitable agrarian reform
model in urban areas is the utilisation of abandoned land with the concept of
cooperation in land utilisation and redistribution.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai latar belakang agraris.
Dalam hal ini, menyadari pentingnya tanah karena mempunyai nilai dalam
kehidupan bermasyarakat (Soekanto, 2001). Tanah menjadi faktor produksi
yang sangat penting karena dari tanah kesejahteraan manusia itu berasal
sekaligus penghidupan di masa mendatang (Librianto, 2019). Senada dengan
pernyataan Yusrizal (2017) bahwa saat ini di Indonesia, tanah merupakan aset
sosial dan modal bagi warga negara dan pemerintah. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa tanah merupakan sumber kehidupan masyarakat Indonesia
yang mempunyai fungsi baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang
pembangunan.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban. Negara harus
memasukkan hak dan kewajiban warga negara ke dalam peraturan hukum
berdasarkan norma yang berkembang (Hak Asasi Manusia PBB). Indonesia
memandang penting pengaturan penguasaan tanah, karena berdasarkan
Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, tanah
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan
dan kemakmuran rakyat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945:
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal
tersebut merupakan wujud normatif dari pemenuhan hak asasi warga negara
Indonesia.

Sebagai sumber daya masyarakat, tanah memberikan penghidupan bagi
masyarakat. Sebagai aset modal, tanah merupakan modal utama bagi
pembangunan. Oleh karena itu, tanah dimanfaatkan untuk mempercepat
kegiatan ekonomi secara optimal (Subekti dkk, 2023). Ketersediaan dan
aksesbilitas lahan sangat penting untuk mencapai produktivitas yang optimal

(Abd Rahman dkk, 2022). Sedangkan di Indonesia, ketimpangan



pembangunan tergambar masih terpusat di Jawa. Hal ini sejalan dengan
pernyataan Herdiawan (2021) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan
ekonomi spasial di Indonesia masih didominasi di Jawa, terutama kota-kota
modern. Perputaran uang akibat masifnya pertumbuhan ekonomi di perkotaan
modern mampu mengangkat kehidupan sebagian anggota masyarakatnya.
Tetapi, di sisi lain juga telah meminggirkan sebagian warganya dari derap
pembangunan. Derasnya urbanisasi dan daya tampung kota telah
memunculkan ketimpangan sosial.

David Harvey dalam bukunya The Enigma of Capital, sirkulasi modal
diibaratkan persis seperti siklus gerakan air yang dimulai dari laut dan menguap
menjadi awan, kemudian awan bergerak menuju ke daratan atau gunung dan
kembali lagi ke laut setelah berubah menjadi hujan dan mengalir ke sungai.
Modal berangkat dari satu titik awal hingga kembali dan berlangsung terus
menerus tanpa henti. Didorong oleh hukum kekuatan kompetisi (coercive law
of competition), kapitalis pemilik modal dipaksa untuk menggunakan sebagian
dari surplus-value yang dimilikinya untuk menghasilkan lebih banyak lagi
surplus-value. Hal yang dilakukan selanjutnya adalah menjalankan proses
produksinya terus-menerus dan apabila usahanya semakin besar ia akan
memperluas pasar melintasi geografis. Aktualitas ini mengandung sisi gelap
yang terbentuk dari penyerapan surplus melalui transformasi perkotaan yang
mengandung ‘creative destruction’. Tumbuh perkotaan yang menghasilkan
gedung-gedung pencakar langit, melahirkan dimensi kelas-kelas, yang
biasanya kaum miskin tidak berpendidikan, tidak memiliki akses
termarginalkan dari kekuatan politik, yang akhirnya menderita paling besar
(Harvey, 2012).

Salah satu wilayah perkotaan yang perekonomiannya melejit di
Indonesia adalah Kota Surabaya. Merujuk dari data Badan Pusat Statistik
(BPS) yang dirilis tahun 2021 menilai Kota Surabaya masuk dalam tiga besar
ekonomi terbesar nasional berdasarkan total PDRB senilai Rp 554.509 miliar,
mengalahkan Kota Jakarta Utara, Kota Bandung, dan Kota Medan.

Penyumbang ekonomi terbesar adalah sektor perdagangan dan industri dimana



Pelabuhan Tanjung Perak menjadi bukti nyata arus perekonomian perdagangan
dan industri di Kota Surabaya. Pernyataan ini didukung oleh Dick (2002) yang
menyebutkan bahwa Surabaya menjadi kota industri pertama di Hindia
Belanda. Tanah-tanah di Kota Surabaya mayoritas dikuasai haknya oleh para
kaum kapitalis atau pebisnis pemilik sektor industri dan perdagangan. Menurut
ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya
dirinci dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, kepada
perseorangan atau badan hukum diberikan beberapa macam hak atas tanah.

Hak atas tanah selain mengandung wewenang juga mengandung
kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemilik hak atas tanah. Kewajiban
itu diantaranya menggunakan tanah sesuai dengan keadaan dan sifat haknya,
sehingga bermanfaat bagi pemilik tanah, masyarakat, dan negara. Undang-
Undang Pokok Agraria Pasal 15 menyebutkan bahwa: “Memelihara tanah,
termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah
kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai
hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomis
yang lemah”. Namun hal ini berbanding terbalik dengan praktik di lapangan.

Dalam perkembangannya hak-hak atas tanah yang telah diberikan
untuk berbagai keperluan, ternyata tidak selalu diikuti dengan kegiatan fisik
penggunaan tanah tersebut sesuai dengan sifat dan tujuan haknya atau rencana
tata ruang dari penggunaan dan peruntukan tanah. Baik karena pemegang hak
belum merasa perlu menggunakan tanah tersebut, atau pemegang hak belum
memiliki modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan atau
penggunaan tanah, atau karena hal lain. Padahal, tanah sebagai aset modal
merupakan syarat utama bagi kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, perlu
dimanfaatkan untuk mengakselerasi kegiatan ekonomi secara optimal melalui
ketersediaan serta aksesibilitas tanah yang mudah hingga dapat mencapai
produktivitas yang optimal (Abd Rahman dkk, 2022).

Akibat belum terlaksananya pembangunan atau penggunaan tanah
tersebut sesuai dengan peruntukannya, maka tanah yang bersangkutan dapat

dianggap sebagai tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak. Berdasarkan



Laporan Kinerja Direktorat Penerbitan Penguasaan, Pemilikan dan
Penggunaan Tanah Kementerian ATR/BPN Tahun 2021, terdapat 7.909 Ha
tanah terindikasi telantar di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan di Surabaya pada
Tahun 2023, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I Nomor 51/KEP-35.78/1/2023 tentang Objek Kegiatan Inventarisasi
Tanah Terindikasi Telantar di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I seluas 43,871
Ha. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Surabaya II Nomor 113/SK-UP.04.01/V1/2023 tentang Objek Kegiatan
Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar di Kantor Pertanahan Kota Surabaya
II seluas 10,146 Ha. Peliknya, semua objek tanah baik yang masih objek
indikasi maupun yang sudah ditetapkan sebagai indikasi tanah telantar adalah
tanah yang dikuasai oleh PT (Perseroan Terbatas).

Terjadi ketimpangan objek tanah yang sudah ditetapkan dimana tanah
yang ditetapkan indikasi telantar lebih sedikit daripada tanah objek terindikasi
telantar. Sehingga pendayagunaan tanah yang seharusnya segera dilakukan
untuk program mensejahterakan masyarakat Kota Surabaya terhambat oleh
proses tersebut. International Covenant on Economic, Social, and Cultural
Rights (ICESCR) Tahun 1966 menyebutkan bahwa keadilan sosial berkaitan
erat dengan hak-hak manusia terhadap segala sesuatu yang dapat menunjang
kehidupannya. Perkembangan kota yang lebih cepat menimbulkan berbagai
masalah terhadap penyediaan prasarana, sarana dan lingkungan perumahan
kota, karena tidak diimbangi dengan pengadaan lapangan kerja yang memadai,
akibatnya penduduk yang berpenghasilan rendah akan menempati lingkungan
pemukiman yang sesuai dengan penghasilannya (Butar dkk, 2012). Hal ini
menjadikan timbulnya pemukiman kumuh. Dilihat dari kepadatan penduduk
Kota Surabaya pada sensus BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2023 yakni
8.633 jiwa’km?. Surabaya merupakan wilayah penduduk sangat padat, dimana
Komaruddin (1996) berpendapat bahwa yang disebut lingkungan permukiman
kumuh adalah lingkungan permukiman yang berpenghuni padat melebihi 500

orang per Ha.



Berdasarkan besarnya angka objek tanah indikasi telantar dan data
padatnya penduduk diatas, perlu ada upaya-upaya yang bersifat strategis untuk
memanfaatkan tanah-tanah telantar tersebut melalui Reforma Agraria. Reforma
Agraria sejatinya dapat menjawab ketimpangan kepemilikan dan penguasaan
tanah, bukan hanya redistribusi tanah (Alvian & Mujiburohman 2022).
Berdasarkan PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah
Telantar disebutkan bahwa pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara
(TCUN) ditujukan untuk pertanian dan non pertanian dalam rangka
kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria. Banyak manfaat
mengimplementasi reforma argaria diantaranya dapat menciptakan
kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan (Waryanta, 2019), berkontribusi
terhadap pendapatan masyarakat (Istiningdyah dkk, 2018), dan dapat
mengurangi sengketa tanah dan berkontribusi terhadap pencegahan konflik
berulang yang dapat berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa (Martini
dkk, 2019; Tarfi & Amri, 2021). Urgensi reforma agraria di wilayah
metropolitan berangkat dari fenomena persaingan yang tidak adil antara alokasi
tanah untuk pemukiman warga mayoritas kelas bawah dengan alokasi tanah
yang bersifat akumulatif dan pencadangan (land banking) oleh para
pengembang properti (Luthfi, 2021).

B. Rumusan Masalah

International Conference on Agrarian Reform and Rural Development
(ICARRD) 2006 di Porto Alegre Brasil sepakat bahwa persoalan yang dihadapi
negara peserta I[CARRD ternyata tidak selalu disebabkan oleh pertambahan
penduduk, tetapi karena terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa
hak atas tanah skala besar dan sekaligus pemodal skala besar. Mayoritas negara
peserta ICARRD berpendapat bahwa perlunya kebijakan penertiban dan
pendayagunaan tanah, sebagai ikhtiar mewujudkan pemerataan kesejahteraan
rakyat melalui pertanahan (Tjondronegoro, 2006). Pemerintah Indonesia dalam
mengatasi ketimpangan pemilikan, penggunaan, penguasaan, dan pemanfaatan
tanah menerbitkan PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah

Telantar dimana tanah negara yang terakumulasi dalam Tanah Cadangan



Umum Negara (TCUN) dapat didayagunakan untuk kesejahteraan rakyat
melalui program Reforma Agraria.

Luthfi (2021) berpendapat pemahaman utama bahwa reforma agraria
adalah untuk mengatasi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah serta
memberikan hak atas tanah utamanya pada masyarakat tani, tidaklah berarti
mengecilkan pentingnya penataan pertanahan di perkotaan dengan konteks
permasalahannya yang kompleks. Reforma agraria identik dengan wilayah
pedesaan, namun tidak menutup kemungkinan praktiknya dilaksanakan di
perkotaan. Istilah perkotaan pernah disebut pada Peraturan Presiden Nomor 86
Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dimana wilayah perkotaan termasuk
dalam wilayah non pertanian. Berkaca pada Peraturan Presiden Nomor 62
Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria menyebutkan
bahwa salah satu Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yaitu non-kawasan
hutan, contohnya tanah negara bekas tanah telantar yang didayagunakan untuk
kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria seperti di Kota
Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki inovasi dalam pendayagunaan
tanah telantar yaitu Program Padat Karya dimana tanah telantar yang berasal
dari aset Pemkot Surabaya didayagunakan untuk kepentingan usaha UMKM
sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & 11, Kota Surabaya memiliki tanah yang
sudah ditetapkan menjadi tanah telantar pada tahun 2023. Proses penetapan
tanah telantar di Surabaya membutuhkan proses yang sangat panjang bahkan
dihiasi oleh kepentingan politis. Di sisi lain, kota metropolitan ini memiliki
banyak penduduk yang tinggal di pemukiman kumuh ditambah sulitnya akses
terhadap pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan desain Reforma Agraria
perkotaan untuk mengatasi ketimpangan pemilikan, penggunaan, penguasaan,
dan pemanfaatan tanah di Surabaya. Untuk memperjelas rumusan masalah
dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa pertanyaan pokok untuk

memperjelas problem dan alur pikiran yang penulis usulkan:



1. Bagaimana proses dan pelaksanaan penetapan tanah telantar di Kota
Surabaya?

2. Bagaimana problem dan dinamika penetapan indikasi tanah telantar di Kota
Surabaya?

3. Bagaimana bentuk inovasi Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan
kebijakan tanah telantar di Kota Surabaya?

4. Bagaimana merancang desain Reforma Agraria di perkotaan sebagai

bentuk pendayagunaan tanah telantar di Kota Surabaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk:

a) Menganalisis proses dan pelaksanaan penetapan tanah telantar di Kota
Surabaya;

b) Menganalisis problem dan dinamika penetapan indikasi tanah telantar
di Kota Surabaya;

¢) Menganalisis inovasi Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan
kebijakan tanah telantar di Kota Surabaya;

d) Merancang desain Reforma Agraria di perkotaan sebagai bentuk
pendayagunaan tanah telantar di Kota Surabaya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara
akademik maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan akademis yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam
memperkaya wawasan mengenai tanah telantar, reforma agraria, dan
hal-hal lain yang relevan;

2. Kegunaan praktis yaitu diharapkan dapat menjadi pembanding dan
acuan pelaksanaan reforma agraria perkotaan melalui pendayagunaan

tanah telantar agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketimpangan sosial dan kesejahteraan masyarakat di perkotaan
adalah tanggungjawab negara. Negara hadir melalui Kementerian
ATR/BPN untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui
penataan aset dan penataan akses dalam program Reforma Agraria. Salah
satu objek tanah yang dapat dijadikan reforma agraria menurut Perpres 62
Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria adalah tanah
yang sudah ditetapkan menjadi tanah telantar. Redistribusi tanah di
perkotaan masih sangat sulit didapatkan karena persoalan Tanah Objek
Reforma Agraria (TORA) yang sulit didapatkan, akan tetapi reforma agraria
dalam konteks lain untuk mensejahterakan masyarakat melalui akses sangat
mungkin dilakukan dengan pendekatan terhadap tanah-tanah telantar di
perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan keteguhan dalam melaksanakan
penertiban tanah-tanah telantar.

Penertiban tanah telantar di lapangan menuai berbagai polemik.
Terutama di Kota Surabaya. Terdapat 14 badan hukum atau PT (Perseroan
Terbatas) yang menelantarkan tanah. Dengan total luas keseluruhan tanah
indikasi telantar sejumlah 58,040 Ha dan rata-rata waktu penelantaran
adalah 14 Tahun. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II memiliki perbedaan standar dalam
menetapkan tanah indikasi telantar. Problem penetapan tanah indikasi
telantar terbagi menjadi dua sudut pandang yaitu dari kantor pertanahan dan
pihak yang menelantarkan tanah. Sementara dinamika penelantaran tanah
di Kota Surabaya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi,
faktor hukum, faktor kebijakan, dan faktor infrastruktur.

Pemerintah Kota Surabaya dalam memanfaatkan aset telantar

dengan cara menginisiasi program Padat Karya. Program ini berhasil
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meningkatkan pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan

memberdayakan masyarakat. Suksesnya program padat karya dapat

dijadikan acuan dalam membuat alternatif kebijakan yang serupa. Alternatif

kebijakan untuk memanfaatkan tanah indikasi telantar dan yang sudah

ditetapkan menjadi tanah telantar di Kota Surabaya ada dua, yaitu Reforma

Agraria dengan skema kerjasama pemanfaatan dan redistribusi tanah untuk

masyarakat.

B. Saran

1.

Hadirnya PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah
Telantar seharusnya menjadi momentum Kementerian ATR/BPN untuk
menindak tegas pihak yang menelantarkan tanah sehingga tidak terjadi
ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah tepatnya di Kota
Surabaya. Terutama dalam hal realisasi teknis pelaksanaan penetapan
tanah indikasi telantar di kantor pertanahan, agar tidak terdapat
perbedaan standar atau presepsi dalam penetapan tanah indikasi
telantar.

Terdapat adagium bahwa ‘Pemerintah harus di kritik sekeras-kerasnya
dan di bantu sekuat-kuatnya dalam pembuatan kebijakan publik’.
Dengan adanya penelitian rekomendasi desain Reforma Agraria
perkotaan ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran untuk
penetapan kebijakan mengenai Reforma Agraria yang berasal dari tanah
telantar kedepannya.

Dibutuhkan koordinasi lintas sektor antara Kementerian ATR/BPN,
Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, serta Pemerintah
Kota Surabaya dalam mensukseskan program percepatan Reforma
Agraria di Kota Surabaya khususnya yang berasal dari tanah telantar
untuk mensejahterakan masyarakat.

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji tentang Reforma

Agraria dari tanah telantar, perlu mengkaji lebih dalam mengenai topik
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ini agar pemikiran mengenai kebijakan Reforma Agraria dari tanah
telantar dapat direalisasikan. Selain itu, penulis belum berhasil
mendapatkan informasi konkret mengenai alasan penelantaran tanah
dari sudut pandang semua pihak yang menelantarkan tanah karena
belum bisa mewawancarai semua pihak yang menelantarkan tanah di
Kota Surabaya. Harapannya, peneliti selanjutnya dapat melakukan
wawancara lebih detail terhadap semua sudut pandang baik pemerintah,
masyarakat yang memerlukan tanah, dan pihak yang menelantarkan
tanah. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh

dari kata sempurna mengingat kurangnya data primer yang didapatkan.
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